STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor SOP 39%3/HM. 10.02
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS ;a"w: gemb_m" TAMAgusIISR35
anggal Revisi
IBUKOTA JAKARTA Tanggal Pengesahan
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Disahkan oleh /gépa'la,l;_igistxé‘mla‘ n Pangan, Kelautan dan Pertanian
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA IS N\{Grion e

[

Dr. Drh, Ha;udungan A. Sidabalok, M Si
“ NIP 197308122006041004

Nama SOP Pengujian Konsekuensi—

Dasar Hukum :

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana:
ur Daersh Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman

1. Memahami Peraturan Gubern
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentas!
2.  Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
3. Memahan dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk 1. Hasil kajian informasi
2. SOP Surat Keluar 2. Surat/nota dinas
3. Daftar Informasi Publik (DIP)
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan informasi Publik 1. Dokumen kegiatan
2. Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
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